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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rakyat yang telah berbekal otonomi daerah dihakikatkan sebagai isatu 

ikesatuan imasyarakat ihukum iyang iberwenang imengatur iserta imengurus isendiri 

ipemerintahan iyang idiberikan ioleh ipusat ikepada idaerah iyang idalam ipelaksanaannya 

idilakukan ioleh iDPRD, ikepala idaerah iserta iperangkatnya. iHal itersebut itelah itertuang 

ididalam iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i23 itahun i2014 itentang 

iPemerintahan iDaerah. Perkembangan otonomi daerah berdampak baik terhadap 

pembangunan masyarakat desa yang semakin meningkat dan diperhatikan oleh 

pemerintah pusat. Keberhasilan suatu desa merupakan tolak ukur pencapaian 

program pemerintah, karena iyang iberwenang idalam ipenyelenggaraan 

ipemerintahan, ipembangunan, ipembinaan iserta ipemberdayaan iadalah idesa. 

Berangkat dari Program Nawacita yang digagas oleh presiden Joko Widodo 

dan wakil presiden Jusuf Kala dalam visi misinya memiliki 9 program, salah satu 

program yang menjadi prioritasnya ditahun 2018 adalahi imembangun iIndonesia 

dari itepi idengan imemperkuat idaerah idesa, dimana program ini menjadi udara 

segar bagi pembangunan perekonomian desa. Peningkatan Dana Desa setiap 

tahunnya menjadi salah satu wujud bahwa pemerintah serius melakukan 

pembangunan dan ipemberdayaan idesa.  

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, tujuan alokasi Dana iDesa 

adalah untuk meningkatkan ikesejahteraan imasyarakat idesa idan imeningkatkan 

ikualitas ihidup imanusia iserta ipemanfaatan ilingkungan isumber idaya ialam isecara 

iberkelanjutan, idengan imengedepankan ikebersamaan, ikekeluargaan, idan igotong 

iroyong. Tujuan tersebut juga tertuang dalam Peraturan iPemerintah iNomor i60 itahun 

i2014 imengenai iDana iDesa iyang ibersumber idari iAPBN, iyang idiprioritaskan iuntuk 

ipembangunan idesa idan ipemberdayaan masyarakat khususnya daerah tertinggal. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa 30 persen alokasi 

Dana iDesa idiperuntukkan ibagi ipemberdayaan imasyarakat setempat (okezone, 

20/02/2018). Adanya Dana Desa diharapkan Kepala Desa transparan dalam 

mengelolanya sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga masyarakat bisa merasakan 
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dan menikmatinya. Pembangunan idesa idapat iditingkatkan imelalui ipengembangan 

ipotensi iperekonomian idesa isehingga imenjadi iwadah ibersama imasyarakat ipedesaan 

idalam imembangun idiri idan ilingkungannya isecara imandiri. 

Menurut peraturan iMenteri iKeuangan iNomor i226/PMK.07/2017 itentang 

iPerubahan iRincian iDana iDesa idan imenurut iUndang-Undang iDesa itelah 

imenempatkan iDana iDesa isebagai iujung itombak ipembangunan idan ipemberdayaan 

imasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapabilitas masyarakat desa. 

Dalam penganggaran Dana Desa tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada itahun 

i2015 iDana iDesa idianggarkan isebesar iRp i20,7 itriliun, idengan irata-rata isetiap idesa 

imendapatkan ialokasi idana isebesar iRp280,3 ijuta. iPada itahun i2016, ianggaran iDana 

iDesa imeningkat imenjadi iRp i46,68 itriliun idengan irata-rata isetiap idesa isebesar iRp 

i628 ijuta idan idi itahun i2017 ikembali imeningkat imenjadi iRp i60 iTriliun idengan irata-

rata isetiap idesa isebesar iRp i800 ijuta. 

Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit, jika itidak idigunakan isecara ihati-

hati idan icermat imaka iakan imenimbulkan ipola-pola ikoruptif iyang iganas idi itangan 

iaparatur idesa. iKepala idesa tidak boleh bermain-main dengan penggunaan Dana 

iDesa iagar itidak iberurusan idengan ipenegak ihukum. 

Pemerintah desa juga harus menerapkan prinsip-prinsip yang dapat 

menunjang keselarasan pelaksanaan program Dana Desa sehingga masyarakat 

dapat terlibat isecara iaktif idalam ikegiatan iperencanaan, ipelaksanaan, ipengawasan 

iserta ipemanfaatan. Dalam pelaksanaan program Dana Desa pemerintah iDesa 

idituntut iagar idapat imengelola iDana iDesa isecara iAkuntabilitas. iAkuntabilitas 

imerupakan ipemberian iinformasi iserta ipengungkapan iatas iaktivitas idan ikinerja 

ikeuangan ipemerintah ikepada ipihak-pihak iyang iberkepentingan. iInformasi idan 

ipengungkapan itersebut iharus imampu imenjadi isubjek ipemberian iinformasi iatas 

iaktivitas idan ikinerja ikeuangan iyang idiperlukan isecara iakurat, irelevan, itepat iwaktu, 

ikonsisten idan idapat idipercaya baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  

Pemberian iinformasi idan ipengungkapan ikinerja ikeuangan iini imerupakan iwujud 

ipemenuhan ihak-hak imasyarakat idalam imendapatkan iinformasi, ihak iuntuk 

idiperhatikan iaspirasi idan ipendapatnya, hak diberi penjelasan serta hak menuntut 

pertanggungjawaban (Halim, 2014 hlm.16). 
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Kabupaten Bogor merupakan isalah isatu idaerah iotonom iyang iada idi iJawa iBarat 

iyang mendapatkan Dana Desa terbesar dibanding kabupaten atau kota lainnya. 

Tabel 1. Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Provinsi Jawa Barat 
 

(dalam ribuan rupiah) 

No. Nama Daerah Jumlah Desa Jumlah Dana Desa (Rp) 

I  Total Provinsi Jawa Barat 5.312 4.602.826.896 

1. Kab. Bandung 270 261.633.710 

2. Kab Bekasi 180 197.271.667 

3. Kab. Bogor 416 402.984.941 

4. Kab. Ciamis 258 220.290.552 

5. Kab. Cianjur 354 349.329.452 

6. Kab. Cirebon 412 370.821.922 

7. Kab. Garut 421 401.196.915 

8. Kab. Indramayu 309 313.434.754 

9. Kab. Karawang 297 280.151.332 

10. Kab. Kuningan 361 261.945.042 

11. Kab. Majalengka 330 315.691.541 

12. Kab. Purwakarta 183 141.497.855 

13. Kab. Subang 245 186.150.082 

14. Kab. Sukabumi 381 307.727.527 

15. Kab. Sumedang 270 192.693.343 

16. Kab. Tasikmalaya 351 325.551.302 

17. Kota Banjar 16 17.732.525 

18. Kab. Bandung Barat 165 199.563.747 

19. Kab. Pangandaran 93 77.427.209 

Sumber: djpk.depkeu.go.id 

 

Sesuai dengan Permendes iNomor i19 itahun i2017 ipenggunaan iDana iDesa 

iTahun i2018 idiprioritaskan iuntuk ipembangunan iserta ipemberdayaan imasyarakat 

khususnya pada daerah tertinggal. Pada tahun belakangan ini pengentasan daerah 

tertinggal terus menjadi fokus pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang 

diwujudkan dengan melakukan pengembangan dan menaruh perhatian khusus 

kepada desa-desa yang berada di daerah tersebut. Saat ini desa tidak hanya menjadi 
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iobjek idalam ipembangunan imelainkan ijuga imenjadi isubjek ipembangunan, ioleh 

idesa, idari idesa, idan iuntuk idesa. iPerihal ipembangunan idesa iterdapat idua ikunci iutama 

iyaitu iDesa iMembangun idan iMembangun iDesa. 

Desa iMembangun imemiliki iarti ikewenangan idalam imengelola idesa isecara 

ipenuh. idesa imemiliki ikewenangan ipenuh idalam imengelola idesanya isendiri. 

iPemerintah idesa ibekerjasama idengan imasyarakat iuntuk imemajukan idan 

imengembangkan idesanya isendiri. iDesa imemiliki ikewenangan idalam imembuat 

iprogram-program iyang idapat imeningkatkan iperekonomian imasyarakatnya idan 

imemutuskan isendiri ikebutuhan idesanya serta mencari cara untuk memenuhi 

kebutuhannya tersebut. Sedangkan Membangun iDesa imerupakan ikewenangan idari 

ipemerintah ipusat, ipemerintah idaerah iatau ikabupaten iuntuk imembantu 

ipengembangan idesa. iAdapun iprogram-program iyang itelah idirancang ioleh 

iKemendes idalam iupaya imeningkatkan ipemberdayaan iekonomi imasyarakat idesa 

idemi imewujudkan ikemandirian idesa, diantaranya (1) Prudes. (2) BUMDes. (3) 

Embung Desa. (4) Raga Desa.  

Pemilihan objek penelitian iini idilakukan idi isalah isatu idesa iyang iterletak idi 

iKecamatan iJasinga iKabupaten iBogor, yaitu Desa Neglasari. Dilihat idari idimensi 

isosial, iDesa iNeglasari imasih iminim itenaga iahli idibidang ipendidikan imaupun 

ikesehatan dan keterbatasan sarana prasarana. Banyaknya keluhan masyarakat 

terhadap pembangunan di Desa Neglasari yang belum merata membuat pemerintah 

desa ingin terus meningkatkan pembangunan di desa. Pelaksanaan pembangunan 

tersebut itentu imembutuhkan ibiaya iyang itidak isedikit. iSalah satu program 

pemerintah Kabupaten Bogor dalam imeningkatkan ipemberdayaan imasyarakatnya 

iyaitu idengan imemberikan ibantuan iberupa iDana iDesa. iPemberian iDana iDesa idari 

iPemerintah iDaerah ike iDesa idiharapkan imampu imeningkatkan ikesejahteraan 

imasyarakat idesa. 

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan pra-riset idi iDesa 

Neglasari iKecamatan iJasinga iKabupaten iBogor, pembangunan jalan idesa masih 

belum merata dan banyak yang rusak, belum adanya pembangunan sarana air bersih 

(SAB) sehingga menyebabkan sulit mendapatkan air bersih.  Pada tahun 2018 Desa 

Neglasari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.166.604.642 yang bersumber dari 

APBN. Jumlah ianggaran iyang idiberikan ikepada idesa imelalui iDana iDesa iini 
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iterbilang icukup ibesar imaka imuncul ipertanyaan iapakah idesa ibeserta ielemen iyang 

iada isudah imampu imelaksanakan ipengelolaan ianggaran itersebut isecara ibaik. 

Sebagian besar anggaran yang diterima oleh Desa Neglasari dalam pengelolaannya 

hanya dilakukan untuk pembangunan infrastruktur saja, sedangkan untuk 

pemberdayaan masih belum dilakukan. 

Menurut keterangan Bapak M. Nahrowi iselaku iKepala iDesa Neglasari, 

beliau imengatakan ibahwa: 

 
“Penggunaan Dana Desa di Desa Neglasari ini khusus untuk infrastruktur saja. 

Misalnya untuk pembangunan jalan 3km kalau harga permeter 100ribu berarti 

totalnya 300juta, dalam pencatatan ditulis 300juta cukup tidak cukup pembangunan 

harus selesai, pada kenyataannya dalam pembangunan banyak kekurangan anggaran, 

hal ini dikarenakan banyaknya anggaran yang tidak terduga. Dalam rencana 

pekerjaan, pembangunan selesai dalam waktu 10 hari, namun realitanya dapat 

terselesaikan dalam waktu 20 hari”. 

(Manuskrip: KI.1 Wawancara 18 Februari 2019). 

 

Ketika melakukan pra-riset peneliti menemukan gejala-gejala yaitu pada 

ipengelolaan ikeuangan idesa ikhususnya iDana iDesa idi iPemerintah iDesa iNeglasari 

iKecamatan iJasinga iKabupaten iBogor, seperti sering terjadi keterlambatan dalam 

pencairan dana sehingga pelaksanaan pengadaan ibarang idan ijasa menjadi 

terhambat, serta rendahnya alokasi dana untuk bidang pemberdayaan. 

Hal iini juga ididukung dengan ipernyataan idari Ibu Rihanah iselaku Bendahara 

Desa Neglasari. 

 
“Kendalanya disini dalam pelaksanaannya sering terhambat, misalnya 

penyelesaian pembangunan tidak sesuai dengan perencanaan, hal ini menyebabkan 

bertambahnya waktu dan biaya. Di satu sisi pembangunan belum terselesaikan, 

namun anggarannya pun sudah tidak ada, hal ini menyebabkan Kepala Desa terkadang 

harus mencari pinjaman terlebih dahulu agar pembangunan Desa dapat selesai”. 
(Manuskrip: KI.3 Wawancara 18 Februari 2019). 

 

Kedepannya diharapkan kendala tersebut dapat teratasi dengan adanya 

peningkatan partisipatif dari masyarakat dan melakukan evaluasi kegiatan setiap 

bulannya oleh tim pendamping Kecamatan idan iBadan iPermusyawaratan iDesa 

i(BPD) iselaku ipenampung iaspirasi imasyarakat. 

Untuk imendukung isuksesnya ipengelolaan ikeuangan idesa ikhususnya iDana 

iDesa, imembutuhkan ikepala idesa idan iperangkat idesa iyang imempunyai ikapasitas. 

iMereka iharus imemahami idan imengerti ibetul iapa iisi iregulasi itentang idesa. iJika itidak, 

ipasti ipengelolaan ikeuangan idesa iakan imengalami imasalah iyang iserius ike idepannya. 
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iSecara iregulatif isemua ikeuangan idesa iakan iterdokumentasi idalam ibentuk iAPB iDesa 

iyang ipengelolaannya imengikuti iberbagai ipetunjuk iperaturan iperundang-undangan. 

iDalam ihal iini ipemerintah idesa itidak ilagi isembarangan imengelola ikeuangan idesa. 

iSekalipun iKepala iDesa iyang imempunyai iotoritas isebagai ikuasa ipengguna ianggaran. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa 

akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 

kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Akuntabilitas idalam ipemerintah idesa imenurut iSumpeno i(2011, ihlm.222) 

imelibatkan ikemampuan ipemerintah idesa iuntuk imempertanggungjawabkan 

ikegiatan iyang idilaksanakan idalam ikaitannya idengan imasalah ipembangunan idan 

ipemerintahan idesa. iDalam isistem ipemerintahan ipada isaat iini, iperan idesa 

isangatlah_penting_untuk_membantu_pemerintah_daerah_dalam_proses_penyele

nggaraan ipemerintah, isalah isatunya iadalah ipembangunan. iSemua iitu idilakukan 

isebagai iwujud_pemerintah idaerah_dalam imendukung_pelaksanaan iotonomi 

idaerah idi iwilayahnya.  

Besarnya nominal Dana Desa_yang disalurkan kepada Kepala Desa membuat 

beberapa Kepala Desa tergiur dan melakukan korupsi, penggelembungan dan 

penyelewengan terhadap Dana Desa. Hal ini terbukti dari hasil pantauan Indonesia 

iCorruption iWatch i(ICW) imerilis iada i181 ikasus ikorupsi idana_desa_sepanjang tahun 

2015-2018 dan telah terbukti bahwa tiap tahunnya mengalami peningkatan 

(Kompas, 21/11/2018). 

Kabar mengenai terjadinya tindakan penyelewengan kas desa yang dilakukan 

Kepala Desa Sempol Kabupaten Magetan, menjadi perhatian sejumlah kalangan. 

Telah terjadi kasus di Desa Sempol terdapat beberapa kegiatan tidak sesuai yang 

dilakukan dengan anggaran yang ada. Kepala Desa Sempol ini juga terang-terangan 

meminta uang dari Bendahara Desa tanpa memberikan penjelasan peruntukannya. 

Tindakan ini masuk kedalam tindakan penyalahgunaan jabatan, dimana kepala idesa 

iselaku ipemegang ikekuasaan ipengelolaan iKeuangan idan iAset iDesa seharusnya tidak 

menggunakan kas desa dengan alasan yang tidak jelas peruntukannya karena di 

dalam UU iNomor i6 itahun i2014 ijuga idijelaskan ibahwa iKepala iDesa idilarang 

UPN "VETERAN" JAKARTA



7 
 

 

 

imenyalahgunakan iwewenang, itugas, ihak, idan/atau ikewajibannya (DetikNews, 

10/09/2018). 

Desa Neglasari mendapatkan ialokasi ianggaran iyang icukup ibesar idan 

ipengelolaannya idilakukan isecara imandiri maka diperlukan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan Dana Desa, agar ipengelolaan idana itersebut idapat iditerima ioleh 

ipublik, imaka ipeneliti iakan imelakukan ipenelitian di Desa Neglasari mengenai 

akuntabilitas ipengelolaan idana idesa iyang iditeranggarkan idi itahun 2018. Dalam 

pengelolaan iDana iDesa idiperlukan ipengawasan yang ketat agar tidak terjadi 

penyimpangan dalam mengelolanya. 

Organisasi publik tentunya tidak akan berjalan dengan maksimal jika tidak disertai 

dengan itata ikelola iyang ibaik. Setiap organisasi memerlukan tata ikelola iyang ibaik 

agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga keseimbangan jangka 

pendek dan jangka panjang. Kholmi (2016) melakukan penelitian dengan judul 

Akuntabilitas iPengelolaan iAlokasi iDana iDesa: iStudi idi iDesa iKedungbetik 

iKecamatan iKesamben iKabupaten iJombang. iHasil ipenelitian iini imenunjukkan 

ibahwa iperencanaan idan ipelaksanaan iADD isudah idapat idikatakan iakuntabel. iLalu 

iKumalasari i(2016) imelakukan ipenelitian idengan ijudul iTransparansi idan 

iAkuntabilitas iPemerintah iDesa idalam iPengelolaan iAlokasi iDana iDesa. iHasil 

ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa ipemerintah iDesa itelah imenerapkan iprinsip 

itransparansi idan iakuntabilitas. iNamun idari isisi iadministrasi imasih idiperlukan 

iadanya iperbaikan isehingga iperlu ipembinaan ilebih ilanjut, ikarena ibelum isepenuhnya 

isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundang-undangan. iSedangkan iHidayah 

i(2017) imelakukan ipenelitian idengan ijudul iAkuntabilitas iPengelolaan iDana iDesa 

i(DD) iStudi iKasus iPada iDesa iWonodadi iKeamatan iNgrayun iKabupaten iPonorogo. 

iHasil ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa itahap iperencanaan iDana iDesa ipada 

ipemerintah iDesa iWonodadi itelah imenerapkan iprinsip ipartisipasi. iUntuk itahap 

ipelaksanaan iDana iDesa ipemerintah iDesa ibelum imelaksanakan iprinsip itransparansi 

ikarena ipemerintah idesa ibelum ibersedia imemberikan iinformasi imaupun idata 

imengenai ikeuangan iDesa. iSedangkan idisisi ipertanggungjawaban idari isegi ifisik 

imasih iperlu iditingkatkan ilagi itermasuk idari isegi ipapan iinformasi ibagi imasyarakat 

iharus idibuat idari ibahan iyang itahan ilama, iminimal idapat ibertahan isatu itahun. 

iPertanggungjawaban idari isegi iadministrasi ijuga imasih iperlu iditingkatkan iagar ilebih 
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idisiplin iadministrasi. iKemudian iJuliana i(2017) imelakukan ipenelitian idengan ijudul 

iAkuntabilitas iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa iGaron iKecamatan 

iKawedanan iKabupaten iMagetan. iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui iproses 

ipenyusunan idan iakuntabilitas iAnggaran iPendapatan idan iBelanja iDesa iGaron itahun 

i2016. iPenelitian ilainnya iyang idilakukan ioleh iLiando, idkk i(2017) idengan ijudul 

iAnalisis iPengelolaan idan iPertanggungjawaban iAnggaran iPendapatan idan iBelanja 

iDesa idi iDesa iKolongan iKecamatan iKombi iKabupaten iMinahasa. iHasil ipenelitian 

imenunjukan ibahwa iprosedur ipengelolaan ikeuangan iyang iada idi iDesa iKolongan 

isudah icukup ibaik idan itelah isesuai idengan iUU iNo. i6 iTahun i2014 itentang idesa inamun 

iyang imenjadi imasalah ihanya idi iSDM ikhususnya iperangkat idesa iyang imasih ibelum 

iterlalu imemahami iteknis ipembuatan ilaporan ipertanggungjawaban. 

Penelitiani iyang iberkaitan idengan ipengelolaan ikeuangan idesa saat ini imasih 

menjadi_fokus_ibanyak ipeneliti mengingat banyak pihak yang menyoroti 

pengelolaan keuangan desa sejak tahun 2015. Berdasarkan latar belakang fenomena 

dan perbedaan hasil pada penelitian sebelumnya peneliti tidak hanya mengulas 

kembali pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, namun juga mengulas mengenai 

aparatur idesa iyang iterlibat idalam_ipengelolaan_ikeuangan idesa ikhususnya_Dana 

Desa yang dilakukan iDesa Neglasari, mengingat dana yang disalurkan terbilang 

cukup besar namun efektifitas dalam program yang diprioritaskan oleh pemerintah 

masih minim. 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017, 

hlm.207) ini, disebut idengan ifokus, iberisi ipokokan imasalah iyang imasih ibersifat 

iumum. iPeneltian ikualitatif itidak iakan imenetapkan ipenelitiannya ihanya iberdasarkan 

ivariable ipenelitian itetapi ikeseluruhan isituasi isosial iyang iditeliti imeliputi iaspek 

itempat i(place), ipelaku i(actor), idan iaktvitas i(activity) iyang iberinteraksi isecara 

isinergis. iDalam ipenelitianfokus masalah yang akan diteliti adalah mengenai 

bagaimana pengelolaan idana idesa idi iDesa Neglasari. 

Penelitian ini dilakukan idengan imelakukan iwawancara ilangsung ikepada 

iKepala iDesa, iSekretaris iDesa, iBendahara iDesa, iTim iPelaksana iKegiatan sebagai 

informan kunci yang berlokasi di Desa Neglasari Kecamatan iJasinga iKabupaten 
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iBogor. Selain_itu_peneliti_juga melakukan wawancara dengan Operator Desa, 

BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan PLD (Pendamping Lokal Desa) idi iDesa 

iNeglasari iKecamatan iJasinga iKabupaten iBogor. iMetodologi ipenelitian iyang 

idigunakan ioleh ipeneliti iadalah imetode ikualitatif idengan iparadigma iinterpretif 

imelalui ipendekatan ietnometodologimetode kualitatif dengan paradigma interpretif 

melalui pendekatan etnometodologi. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idikemukakan idiatas, imaka iperumusan 

imasalah idalam ipenelitian iini iyaitu imengenai ibagaimana iakuntabilitas iNeglasari 

imulai idari itahap iperencanaan, ipelaksanaan, ihingga ipelaporan idan 

ipertanggungjawabannya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai idengan ifokus ipermasalahan iyang itelah idiuraikan idiatas, imaka itujuan 

iyang iakan idicapai idalam ipenelitian iini iadalah iuntuk imengetahui ibagaimana 

iakuntabilitas ipengelolaan idana idesa idi iDesa iNeglasari imulai idari itahap 

iperencanaan, ipelaksanaan, ihingga ipelaporan idan ipertanggungjawaban. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sesuai idengan iperumusan imasalah idiatas, imaka itujuan ipenelitian iini 

idiharapkan idapat imemberikan imanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat_Teoritis 

Hasil iiipenelitian iiini iidiharapkan idapat idijadikan ibahan ikajian ilebih ilanjut 

ibagi imahasiswa, ipara ipeneliti ilain imaupun imasyarakat iumum iserta idiharapkan 

idapat imemberi imanfaat iguna imenambah ikhasanah ikeilmuan iyang iberkaitan 

idengan bidang akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sektor publik khususnya 

dalam pengelolaan keuangan desa. 
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2. Manfaat_Praktis 

a. Bagi Aparatur Desa 

Hasil penelitian iini idiharapkan_idapat_imemberikan pemahaman ibagi 

aparatur Desa Neglasari imengenai_iproses ipengelolaan_iDana_iDesa 

dalam tahap iperencanaan, ipelaksanaan, ihingga pelaporan dan 

pertanggungjawaban sebagai bagian dari tata kelola yang baik, serta dapat 

dijadikan evaluasi atas ipenerapan_iPeraturan_iMenteri_iDalam_Negeri 

Nomor 113 itahun 2014. 

b. Bagi Peneliti 

Hasil ipenelitian_iini idapat_imenambah_ipengetahuan peneliti imengenai 

tata kelola pemerintah desa yang baik dan_dapat mengetahui lebih dalam 

mengenai pelaporan-pelaporan_iyang_idilakukan ipemerintah_idesa serta 

pertanggungjawaban idesa terkait proses pengelolaan Dana Desa. 
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